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PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK. DAN PELUNASAN PA]AK

PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN
(Peraturan Pemermtah RI Nomor 94 Tahun 2010, tanggal 30 Desember 2010)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang

a. bahwa dengan dliakukannya perubahan Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
* sebagaimana télah -béberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (BN No,
7723 hal. 15B-268 dst)tentang Perubahan Keempat
atas Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan penghitungan Penghasilah Kena
Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam ta_hun
‘berjalan; o , :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf'a dan untuik melaksanakan
. ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 7. Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

~ MEMUTUSKAN;

Menetapkan : '

. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

. PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN
' "PELUNASAN PAJAK-PENGHASILAN DALAM TAHUN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak -

Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak_ dan
Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;

- Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995

hal. 1B-318 dst)tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (BN No. 7723
- hal, 15B-26B dst)tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghaéilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4893);
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BERJALAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
* Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud
dengan: '
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 -(BN No. 3994 hal. 1B-20B dst) tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah ‘terakhir
dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan- Pemerlntah Penggantl Undang-
_ Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
' Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara‘Perp'ajakan.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Undang- Undang PaJak Pertambahan N|!a| Barang dan
Jasa dan Pajak PenJua[an atas Barang Mewah adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

" - Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah sebagalmana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- .
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan-Nilai Barang dan Jasa dan PaJak Penjualan

atas Barang Mewah



BABO
- OBJEKPAJAK .
Pasal2 s
Ob]ek pajak berupa dlwden sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak
Penghasnlan tidak termasuk pemberian saham bonus yang
d |Iakukan tanpa penyetoran yang berasal dari:
a. kapltahsaSI agio saham kepada pemegang saham yang
. telah. menyetor modal atau membeli saham -di atas
‘harga nom:nal sepanjang ]umlah nilai nominal ‘saham

yang dimilikinya setelah pembagian s_a_lhgm bonus tidak

melebihi jumlah setoran modai; dan
b. kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap

- sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 19 ayat (1)'

Undang Undang Pa]ak Penghasnan

_ Pasal 3 -

_ Dalam hal terjadl pengalihan harta perusahaan
kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisth antara
harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku
) merupakan penghasﬂan bagi perusahaan

Pasal 4 i
(1)Agio saham yang timbul dari se!|5|h |Ebl|'l antara nilaj
pasar saham dan nilai nominal saham tidak termasuk
.abjek pajak, ,
(2) Disagio saham yang tlmbul dari sehsrh Ieb:h antara nllas
nominal saham dan, nilai pasar saham, bukan
i merUpalfan p.e"ngurang dari penghasilan_bruto. _

Pasal 5
(1) Baglan laba yang diterima atau diperoleh oleh pemegang
unit. penyertaan Kontrak Investasi Kolektif termasuk
keuntungan atas pelunasan kemball unit penyertaannya,
tldak termasuk sebagai objek pa}ak

(2) Ketentuan terhadap bagian laba termasuk keuntungan )
. atas pelunasan. kembali unit penyertaannya -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berlaku juga bagi
pemegang unit penyertaan yang merupakan Sub]ek
Pajak luar negeri.. :

o _ Pasal 6 . :
Pembag;an laba secara Iangsung dan/atau tldak
langsung yang berasal dari saldo laba termasuk saldo laba
berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek
pajak, kecuali bagian laba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf fUndang-Undang Pajak Penghasilan.
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‘ Pasal 7.

(1) Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak
Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut
laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian
atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak

. Penghasilan dengan memperhatika_n karakteristik Bank
Indonesia. A ' .

(2) Ketentuan mengena: tata cara. penghltungan dan
pembayaran Pajak Penghasnan atas surplus Bank In- .
done5|a sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur'
dengan Peraturan Menten Keuangan

EETAE 'i'PésaIB

{1)Hubungan di antara plhak~plhak yang bersangkutan

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 -ayat (3) huruf a
: Undang-Undang PaJak Penghasﬂan dapat terjadi karena '
ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain
secara [angsung atau tidak Iangsung berkenaan dengan
a. usaha; - - -
b. pekerjaan; atau
-¢. kepemilikan atau penguasaan; -7 -
(2)Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
berkenaan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) huruf a antara Wajib Pajak pemberi dengan
Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat
transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak. .
(3)Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan -
berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud
_pada ayat (1) huruf b antara Wajib PaJak pemberi

_dengan Wajib Pajak penerlma terjadi apablla terdapat -

hubungan yang berupa pekeqaan pemberian jasa, atau
pelaksanaan kegiatan secara Iangsung atau t;dak
langsung antara kedua pihak tersebut ..

(4) Hubungan di antara plhak pihak yang bersangkutan
berkenaan dengan kepemmkan atau penguasaan antara .
Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penenma .
‘sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf C terjadl
‘ apab:fa 'cerdapat
a. penyertaan modal ‘secara Iangsung atau tidak

langsung sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18

" ayat(4) huruf a Undang Undang Pa}ak Penghasﬂan,
‘atau -

b. hubungan pengtiasaan secara langsung atau tidak

" langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.



BABIIF'
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK -
: - CPasal9’ v e
(1) Keuntungan'atau kerugian selisih kurs mata uang asing
diakui sebagai penghasilan atau 'biaya berdasarkan
sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara

taat asas sesuai dengan Standar Akuntan5| Keuangan

ya ng berlaku di Indonesia. - ‘
(2) Keuntungari atau kerugian sehsiﬁ Kurs mété uang'as'iing
‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) yang berkaltan
langsung dengan tsaha Wa_]lb Pa]ak yang:

a. dikenakan Pajak Penghasﬂan yang bersifat final; atau
b. tidak termasuk obJek pa]ak X .

tidak diakui sebagal penghasnlan atau blaya . '

(3) Keuntungan atau keruglan selisih kurs mata uang asmg

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang tidak
-berkaitan langsung dengan usaha Waijib Pajak yang:
a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
b. tidak termasuk objek pajak, , :
diakui sebagai penghasilan:atau biaya sepanjang biaya

tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih,’

dan memelihara penghasilan. -

-Pasal 16

(1)Pa]ak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
 Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dlkurangkan
“dari penghasﬂan bruto' sepanjang dapat dlbuktlkan Pajak
‘ ‘Masukan tersebut: '

a. benar—benartetah dlbayar dan

b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan

' dengan keglatan untuk mendapatkan menaglh dan

A K P

memelihara penghasnlan ‘

(2) Pajak Masukan yang dapat d[kurangkan dari penghasulan
bruto sebageumana dimaksud pada ayat (1) sehubungan
dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwulud
;dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang
mempunyai masa manfaat lebihr dari 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
Undang-Undang Pajak Penghasilan, harus dikapitalisasi

dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan

melalui penyusutan atau amortisasi.
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Pasal 11 )

(1) Biaya pengembangan tanaman industri yang berumur
lebih dari 1 (satu) tahun " dan hanya 1 (satu) kali
memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode
pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok
‘penjualan pada saat hasil tanaman industri dijual.

(2) Biaya pemeliharaan tefnak’ yang berumur lebik dari 1
(satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali memberikan hasil,

'dlkapltallsaSI selama’ periodeé’ pemellharaan dan
merupakan baglan darl harga pokok pen]ualan pada
saat ternak dljual '"': A

RO RCO TN

S “Pasali2’ AT '

(1) Pinjaman tanpa bunga dari’ pemegang ‘saham’ yang
diterima oleh Wajib Pajak berbentuk ¢ perseroan terbatas
diperkenankan apabila:

a. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang
saham itu sendiri dan bukan berasal daripihak lain;
b. modal yang seharusnya dlsetor‘oieh pemegang
saham pembeti pinjaman telah disetor seluruhitya; '
¢. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam
keadaan merugi; dan
d. persercan terbatas penerima pinjaman sedang
© mengalami kesulltan keuangan untuk kelangsungan
usahanya. '

(2)Apabila pinjaman yang diterima oleh WaJIb PaJak
berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dlmaksud pada

' ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan
tingkat suku bunga wajar.

cayg ot

Pengeluaran” dan biaya"yang ‘tidak boléh
dikurangkan dalam menentukan besamya Penghasuan Kena
Pajak bagi Wajib Pajak dalam negen dan bentuk usaha i
tetap, termasuk:’ '
a. biaya untuk mendapatkan, menag:h dan memehhara

penghasilan yang:

1) bukan merupakan objek pajak: S

2) pengenaan pajaknya bersifat final; danfatau

3) dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 Undang-Undang Pajék Penghasilan dan
Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Pajak Penghasilan yang dltanggung oleh pemben
penghasilan.

R I



" BABLV
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN
OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
Pasal 14
Orang pribadi dalam negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilan di atas Penghasitan Tidak Kena
- Pajak (PTKP) sehubungan dengan pekerjaan dari badan-
badan yang tidak wajib melakukan pemctongan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-
Undang Pajak Penghasilan, wafjib: ‘
a. memiliki Nomor Pokok Waijib Pajak;
b. melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran
Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan;
dan ) :
¢. melfaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak
Penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan.

BAB V
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
BERJALAN
MELALUT PIHAK LAIN
Pasal 15

(1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan dilakukan pada akhir bulan:

a. terjadinya pembayaran; atau
b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan,
~ tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu,

(2) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, dilakukan pada saat:

a. pembayaran; atau

b. tertentu lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan. .

(3) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a. dibayarkannya penghasilan;

b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau

c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang
bersangkutan,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

(4) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak
Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
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a. dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
- ¢. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang
bersangkutan,
tergantung peristiwa yang térjadi terlebih dahulu.

Pasal 16
Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
23 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Pasal 26
Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan pada
tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan
penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah
dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak
dilakukan pemotongan. '

Pasal 17
Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dapat
ditetapkan éaat pengakuan penghasilan dan biaya dalam
hal-hal tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 18
(1) Pajak Penghasilan atas pem bayaran royalti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
a angka 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang
dilakukan dengan cara bagi hasil dipotong oleh pihak
yang wajib membayarkan.

" (2)Ketentuan mengenai dasar pemotongan Péjak

Penghasilan atas pembayaran royalti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
-Jenderal PaJak

Pasal 19
Dalam hal penghasitan tidak dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai
Pajak Penghasilan berdasarkan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasi-
lan. ‘

Pasal 20" .
Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut
berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5a), Pasal
22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang Pajak

Penghasilan . it




7- Penghasilan, dapat dikredit'kan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan setelah
Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

_ Pasal21 . ) :
(1) Wajib Pajak yang dalam t_ahun' pajak berjalan dapat
membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan
karena:
a. mengalami kerugian fiskal;
b. berhak melakukan kompehsasi kerugian fiskal; atau
* ¢. .Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar
dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,
dapat mengajukan permohcnan pembebasan dari
pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan
oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- {2) Wajib Pajak yang atas penghasflannya hanya dikenakan
pajak bersifat final, dapat mengajukan permohonan
pembebasan darl pemotongan dan/atau pemungutaﬁ
Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan kepada
Direktur Jenderal Pajak. _

(3) Ketentuan lebih lanjut méngenai tata cara pengajuan
permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 22

Dalam menghitung Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-
Undang Pajak Penghasilan, terhadap bentuk usaha tetap
~ yang terutang Pajak Penghasilan pada suatu tahun pajak,
kerugian fiskal tidak dapat dikompensasikan lagi dengan
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi dengan Pajak
Penghasilan. :

. Pasal 23

(1) Pajak Penghasilan yang terutang dari Penghasilan Kena
Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha
tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan harus
dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan disampaikan. 7

(2)Dalam hal Wajib Pajak bentuk usaha tetap

memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat"

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak
Penghasilan yang terutang berdasarkan penghitungan
sementara harus dibayar lunas sebelum penyampaian
pemberitahuan perpanjangan jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak °
Penghasilan,

BAB VI
PENERAPAN PERJANIIAN INTERNASIONAL
MENGENAL PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PERTUKARAN INFORMASI
- Pasal 24 :

(1) Persetujuan Penghindaran Pajak ‘Berganda hanya
berlaku bagi orang pribadi atau badan yang merupakan
Subjek Pajak: ' :

a. dalam negeri dari Indonesia; dan/atau

b. dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak
berganda, _ -

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili.

(2) Ketentuan lebih Iahjut mengenai tata cara penerapan’
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 25 ,
(1)Direktur Jenderai Pajak dapat melaksanakan
kesepakatan dengan negara mitra dalam rangka
pertukaran informasi, prosedur persetujuan bersama, -
dan bantuan penagihan.

7 (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian pertukaran

informasi, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama,
dan pelaksanaan bantuan penagihan diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

_ Pasal 26
(1) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur
dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan
ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-
Undang Pajak Penghasitan, perlakuan perpajakannya
- didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut’
sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud,
dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan
Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
(2)Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat
persetujuan Menteri Kevangan.



+

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlal.man
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VIL

PEMBUKUAN TERPISAH DAN PERUBAHAN TAHUN BUKU

_ Pasal27 .

(1)Waijib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan
secara terpisah dalam hat:

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dlkenal Pajak

. =, Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;

" b. menerima atau memperoleh penghasilan yang

merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau

mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas
perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A

Undang-Undang Pajak Penghasilan. ,

‘ (2) Blaya bersama bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka
penghitungan besarnya Pénghasilan Kena Pajak,

.. pembebanannya dialokasikan secara proporsional:

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku dan
telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (6)
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
. Perpajakan, :harus melaporkan penghasiian yang
" diterima atau diperoleh dalam bagian tahun buku yang
tidak termasuk dalam tahun buku yang baru dalam Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersendiri

untuk Bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.
+ (2) Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan yang
berasal dari tahun-tahun pajak sebelum perubahan
tahun buku dapat dikompensasikan dengan penghasilan
untuk Bagian Tahun Pajak dan Tahun Pajak berikitnya.

BAB VIII
FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL
. - Pasal29 .-

(1) Kepada Waijib Pajak yang melakukan penanaman modal
baru yang merupakan industri pionir, yang tidak
mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat
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diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal.

(2) Industri pionir sebagaimana d:maksud pada ayat (1)

adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, .
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, -
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai

. strategis bagi perekonomian nasional.

Pasal 30
Ketentuan mengenai pemberian fasilitas
pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan -

Peraturan Menteri Keuangan.

o BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Penghitungan p‘ajak bagi Wajib Pajak yang té.hun
bukunya berakhir sebelum tangg'ai 1 Juli 2009 dilakukan
berdasarkan ketentuan da[am Undang Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasﬂan sebagaimana telah

- beberapa kali dlubah terakhlr dengan Undang Undang
" Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan. 7
Pasal 32

Penghltungan ‘pajak dalam tahun berjalan sampai

. dengan Desember 2008, untuk tahun pajak 2009, bagi

Waijib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal
30 Ju-ni 2009, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahtn 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah-beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

~ Pasal 33 - _
Fasilitas perpajakan dengan jangka waktu yang terbatas
yang diperoleh Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari
2009 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka
waktu fasilitas perpajakan tersebut.

g



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP -
Pasal 34 ‘ :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000: tentang
- Penghitungan Penghaé;ilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak
Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2000 Noimor 253, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

88

Peraturan Pemerlntah ini mulai berlaku pada .

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan
pengundangan Peraturan. Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lémba‘;r,a‘n Negara Republik Indc-
nesia.

. Dltetapkan leakarta _
B padatangga[ 30 Desember 2010 o
A PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA -
DR, 'H- SUSILO _BAMBAN'G‘YUDHOYON,Q‘

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUB}.IK INDONESIA,
j td.
PATRI_ALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
NOMOR 161

. PENJELASAN
’ ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLTK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2010
‘ TENTANG . - -
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM
' TAHUN BERJALAN '
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L-UMUM - : :

‘Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
terdapat- perubahan materi yang terkait dengan
penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan-pelunasan
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan. Oleh karena

"itu perfu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan
Pajak Penghasitan dalam tahun berjalan.

Peraturan ‘Pemerintah ini, sebagai-pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang -
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasitan dalam Tahun Berjalan, mengatur

" ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan
Penghitungan Penghasi!an Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjatan.

+--.Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur juga.
ketentuan peralihan dalam rangka pelaksanaan Undang-

'_Undang Pajak:Penghasilan yang mulai bérlaku.pada

* tanggal 1 Januari 2009,

.- PASALDEMI PASAL - ..

! _"Pasal,l‘

. Cukup jelas.
~ Pasal2 - .

Pemberian saham bonus kepada pemegang saham

yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk dalam

- pengertian pembagian laba atau dividen. Demikian pula
dengan pemberian saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham. Agio saham berasal dari setoran
modal pemegang saham di atas nilai nominal saham
yang diperolehnya. ’

Oleh karena itu apabila saham bonus dlmaksud
diberikan kepada peregang saham yang menjadikan
jumlah nilai nominal seluruh saham termasuk saham
bonus yang diperolehnya lebih besar dari jumlah setoran
modalnya, pemberian saham bonus yang berasal dari
kapitalisasi agio saham- tersebut termasuk dalam
pengeriian pembagian laba atau dividen. Namun
demikian apabila saham. bonus dimaksud diberikan
kepada pemegang saham sehingga pemberian tersebut
tidak menjadikan jumlah nitai seluruh saham (term'asuk
saham bonus) yang diperoleh atau dimilikinya lebih
besar dari jumlah setoran modalnya, pemberian saham



bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham tersebut
tidak termasuk dalam pengertlan pembagian laba atau
dividen. L .
- Pasal3 I L
. Cukup]elas. I R L PR
- Pasal4 e e e et T
Ayat(l) . R A SR AR
Contoh: o s
PT A (belum Go Public) yang mempunyai modal
dasar sebesar Rp4.500.000. 000,00 (térdm dari
4.500.000 lembar saham) dan telah disetor penuh
melakukan ekspansi yang sumber pendanaannya
dlperoleh dengan jalan menlngkatkan modal saham
' dengan menJuaI saham baru se_}umlah 500 000 lembar
“(nilai nommal Rpl 000 OO/Jembar) dengan nliai jual
Rp750.000: 000 00 (500 000 lembar saham X
Rpl 500,00) sehmgga terdapat seI|5|h diatas mfar nomi-
T naI sebesar Rp250 000. 000, 00 (500 000 Iembar saham
xRpSOD 00) yang dlbukukan sebagar aglo saham oleh
PT A ‘
* Atas aglo saham tersebuit bukan merupakan objek
‘Pajak Penghasilan bagx PTA RS
Ayat(Z) IEEERE
Contoh; : :
Sepertl pada ayat (1), namun nilai penjualan
'500.000 . lembar saham -baru tersebut-sebesar
Rp400.000.000,00. Atas selisih lebih antara nilai fiomi-
nal dan nilai pasar saham sebesar Rp100.000.000,00
~{500.000 lembar saham x (-Rp200,00)) tersebut
dibukukar_l sebagai disagio saham oleh PTA; - -~ -
_ ' _Atas disagio saham tersebut bukan'merupakan
pengurang dari penghasulan bagl PTA.
PasalSdan PasaI6
Cukupjelas R FTIT IE
Pasal7 ..
Ayat(t)” ~ 7 ’ o
Karakteristik Bank Indonesia terkait surplus Bank
Indonesia antara lain selisih kurs, penylsman aktlva dan
penyusutan aktwa tetap
Avat (2 .
Cukup]elas R
Pasal8 o
Ayat (1) -
- Yang dimaksud dengan “plhak plhak yang
bersangkutan” adalah Wajib Pajak pemberl dan Wajlb

X
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Pajak penerima bantuan atau, sumbangan, termasuk
zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
bagi pemeluk agama yang dxakm di Indonesna dan atau
harta hibahan, .- L

Avat ). B I T Ty
o Transak5| yang berSIfat rutm antara kedua belah
plﬁak adaiah berupa pembehan, penjualan atau
pembenan |mbafan la|n dengan nama dan dalam bentuk
apapun -
Ayat(3) s - e
Contoh hubungan berkenaan dengan pekeqaan

1 Tuan B merupakan direktur PT X-dan Tuan C

. merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini,-antara PT

- X dengan Tuan. B.dan/atau Tuan C terdapat

o hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/
atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan

- --dari PT X atau sebaliknya; maka’ bantuan atau
- -sumbangan tersebut- merupakan objek- Pajak
.Penghasilan bagi yang menerima karehia antara PT .

. X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunya:
- .hubungan pekerjaan langsung. :

2 Tuan A bekerja sébagai petugas dinas Itar asuransi
‘darf perusahaan asuransi PT:X::Meskipun Tuan A
- . tidak berstatus sebagai pegawai PT X, narhun antara
- PT X dan Tuan A dianggap mempunyai.hubungan
pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A meénerima
bantuan. atau sumbangan dari PT' X atau
. -sebaliknya, maka banttan atau sumbangan tersebut
merupakan objek Pajak Penghasﬂan bagi plhak yang
menerima karena antara PT X dan Tuan A

N mempunyai hubungan peker]aan tidak Iangsung

'Ayat(4) L
Hurufa " - ’ :-h;‘: R

od

-Cukiip jelas! - Coe
Hurufb [N L S . P e ' : . _‘ ‘ll,lr

HR T ST R

“Conitohi: Tt e
- *‘1 Penguasaan manajemen secara Iangsung

“Tuan A dan Tuan B, ada[ah dlrektur PT X sedangkan
~Tuan € adalah komlsans X Selam ltu, Tuan Cjuga

~menjadi dlrektur dl PT Y, dan Tuan B sebagal

komisaris di PTY
* Tuan 8 Junior adalah direktur PT AA sedangkan
" Tuan E sebagaa komlsarls PT AA. Tuan B Junior
. adalah anak dan Tuan B yang menjadi direktur PT
" X dan-komisaris PT'Y,

._ -



Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y
mempunyai hubungan penguasaan manajemen
- secara langsung, karena Tuan B selain bekerja
sebagai direktur di PT X juga beker]a sebaga:
komisaris PT Y. Di sampmg itu, Tuan Cseialn bekerja
" sebagai komisaris di PT X Juga bekelja sebagai
+direktur di PTY. Jika PT X menerima bantuan atau
" sumbangari'dari PT Y (atau seballknya) maka
bantuan atau sumbangan tersebut merupakan ob]ek

pajak bagi pihak yang menerima. ‘
- Demikian pula antara PT Y dah PTAA m'er_hpunyai
- hiubungan penguasaan manajemen secara langsung,
karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B
-+ (ayah} yang bekerja’ sebagai komisaris di PT Y
dengan Tuan:B Junior (anak) yang bekena sebagal

-, direktur di PT.AA, -0

Jika PT AA-menerima bantuan atau sumbangan

10B

»~dari PT Y (atau sebaliknya) maka ‘bantuan atau N

.. sumbangan tersebut merupakan ObJEK pajak bagi

- pihak yang menerima, :
Jika Tuan B.Jr.(anak) menerima bantuan atau
" . -sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah)
. maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan

: terse_but dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf

.. aUndang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang
,.,mempunyai hubungan penguasaan manajemen
adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara
Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak). -

Dengan demikian, hubungan penguasaan

' 'mana]emen hanya terjadi antara entitas yang

- pengurusnya sama atau memiliki hubungan
keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas
tersebut tidak memiliki hubungan. penguasaan.

2. Penguasaan manajemen secara tidak langsung:,
Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai
komlsans PT AB Tuan O dan Tuan P nyata-nyata
mempunya: wewenang dalam menentukan
kebuaksanaan dan/atau mengambll keputusan
“dalain rangka menjalankan keglatan PTX, misalnya

berwenang menandatangam kontrak dengan pihak -

ketlga, menandatangam cek, dan sebagamya
walaupun Tuan O dan/atau Tuan tldak tercantum
namanya dalam susunan pengurus yang tertera
dalam’akte pendirian maupun akte perubahan PT
X.
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Ayat (1)

Ayat'(Z)' I
Contoh w

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X
mempunyai hubungan penguasaan mahajemen
secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan -
atau sumbangan dari PT AB ataur seballknya maka
bantuan atau sumbangan tersebut merupakan obJek :
pajak bagi pihak yang menerima. '

Pasal 9

Cukupjelds. "

b P,

PTA bergerak di b]dang penyewaan apartemen

: -Sesual dengan kontrak sewa apartemen tiap. bulan
adalah sebesar US$1 000 dan diterbltkan invoice setlap

tanggal 1.
" "Pada tanggal 1 September 2010 P’TA menerbtl'kan

."i'“'|nv0|ce sebesar US$1 000 kepada penyewa. Pada
" tanggal tersebut kurs yang beriaku adalah Rp9.000,00
__perl US$ Pada tanggal 1 September. 2010 tersebut

PT A mengakw penghasilan atas sewa. apartemen

sebesar Rp9.000.000,00 (US$1,000 x Rp9.000,00).
Pada tanggal 15 September 2010 penyewa

. membayar sewa apartemen. Pada tandgal tersebut,
-kurs yang berlaku adalah- Rp8.700,00° per 1°Uss$,

sehingga -nilal sewa yang dibayar adalah sebesar

.-Rp8.700.000,00 (US$1,000 x Rp8.700,00).

Atas perbedaanwaktu antara tanggal penerbitan
invoice dan tanggal pembayaran timbul ker‘ugiah'selléth
kurs bagi PT A sebesar Rp300 000 00 ((Rp9 000 00 -
Rp8.700,00) x US$1,000)). -

Atas kerugian selisih kurs tersebut" tidak diakui
sebagai biaya bagi PT A karena berasal' dari beriYewaan
apartemen yang telah dikenai Pajak Penghasulan bers:fat

" final.

Ayat (3) e

R

“Contoh:’

~ PT A yang bergerak 'di bidang penyewa'a’n
apartemen, pada bulan September 2010 mendapatkan
pinjaman sebesar US$10,000,000 yang digunakan
masing-masing sebesar US$9, 000,000 untuk
membangun apartemen, dan sebesar US$1,000,000
untuk membeh alat transporias; yang akan dlpergunakan
untuk usaha jasa angkutan.
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Atas keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
uang asing yang-berasal dari pinjaman sebesar
US$1,000,000 tersebut dapat diakui sebagai
penghas:lan atau biaya karena:

. a. tidak berkaitan langsung dengan usaha PT A di
bidang penyewaan apartemen yang atas
“penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang
'ber5|fatf|nal dan

b. merupakan penge]uaran untuk mendapatkan
menagih, dan memelihara penghasilan lainnya
berupa usaha jasa angkutan yang atas

penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan dengan .

tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.
Pasal 10

- Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1) ,

Yang dimaksud dengan “biaya pengembangan”

. adalah seluruh pengeluaran yang terkait dengan
- tanaman industri termasuk pembelian bibit,
pemeliharaan, dan pembesaran tanaman sampai dijual.
Ayat (2) , :
- Yang dlmaksud dengan “biaya pemellharaan”
~ adalah selu;uh pengeluaran yang terkait dengan ternak

termasuk pembetian bibit, pemeliharaan,. dan
' pembesaran ternak sampal d1]ual

- . Pasal12

~Ayat(1)
. .Cukup ]elas
Ayat(2) .
Yang dlmaksud dengan “t[ngkat suku bunga wa]ar”
- adalah tingkat suku bunga yang betlaku yang ditetapkan
sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman ( best
practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang
tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa] 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak
Penghasﬂan
Pasal 13
Hurufa
Biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang
dikenakan pajak tersendiri, baik penghasilan yang
dikenakan pemotongan, pemungutan, atau pembayaran
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 éyat (2) maupun penghasilan
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yang dikenai pajak berdasarkan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Norma

.. Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah

diperhitungkan dalar tarif pajak ataupun norma
penghitungan yang berlaku untuk penghasilan tersebut,
Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut tidak baleh lagi
dikurangkan dari penghasilan bruto lainnya yang penge-
naan pajaknya dilakukan berdasarkan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan, - B
Huruf b

Cukup jelas.
Pasal 14

Kantor perwakilan negara asing dan organisasi
internasional tertentu sebagai bukan Subjek Pajak tidak
berkewajiban melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

. ayat{2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena

itu, orang pribadi dalam negeri yang menerima atau
memperoleh penghasilar, ber_upé gaji dan imbalan lain
sehubungan dengan pekerjaan pada badan-badan
tersebut, yang jumlahnya melebihi batas Penghasnan

) Tdak Kena Pajak (PTKP) berkewajlban menghitung,

membayar, dan melaporkan sendiri Pa]ak Penghasilan

.1yangterutang T
-, Pasal 15

Ayat (1) dan Ayat (2) R T
- Cukup jelas. - ‘ o
Ayat(3) , »
». Saat terutangnya PaJak Penghasnan Pasa! 23
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat
pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti:
dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa),
saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau

. faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa

manajemen atau jasa lainnya). ‘
Yang dimaksud dengan “saat dlsedrakan untuk

. dibayarkan":

a. untuk perusahaan yang tidak go pubfic, adalah saat
dibukukan sebagai utang dividen yang akan
dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen
diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Demikian ... ...



Demikian pula apabila perusahaan yang

* bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan

- dividen sementara (ciividen interim), maka Pajak
Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak
Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau
ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang
saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan
yang bersangkutan.

b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada
tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham
yang berhak atas dividen ( recording date).
Dengan perkataan lain pemotongan Pajak
Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru
dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang
berhak “menerima atau memperoleh” dividen
tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum
diterima secara tunai. '

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo
pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan
pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan baik
- yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau

" perjanjian atau faktur. SRR
- Ayat(4) -

+ Saat terutangnya PaJak Penghasilan Pasal 26
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat
pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti;
 dividen) dan jatuh tempo {seperti: bunga dan sewa),
saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau
faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik-atau jasa
manajemen atau jasa lainnya). '

Yang dimaksud dengan “saat dlsediakan untuk
- dibayarkan®; ’ o
a. untuk perusahaan yang tidak go pubiic, adalah saat

‘dibukukan sebagai utang dividen yang akan -

dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen
diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula
ababila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun
berjalan membagikan dividen sementara (dividen
interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 26 Undang-
Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat
diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi
atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran
Dasar perseroan yang bersangkutan
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b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada
tanggal penentuan kepemilikan permegang saham
yang berhak atas dividen (recording date).

Dengan perkataan lain pemotongan Pajak
Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam
Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat
dilakukan setelah péra pemegang saham yang berhak
"menerima atau memperoleh” dividen tersebut
diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima
secara tunai,

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo
pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan
pembayaran yang didasarkan atasfkesepakatan, baik
yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau
perjanjian atau faktur. :

Pasal 16

. Contoh:

Pada bulan Oktober 2009 PT A memberikan
pinjaman kepada PT B sebesar Rp1.000.000.000,00
dengan tingkat bunga sebesar 10% (sepuluh persen)
per tahun. Jatuh tempo pembayaran bunga setlap
tanggal | April dan 1 Oktober.

Pada 1 April 2010, PT B membayar bunga sebesar
Rp50.000. 000,00 kepada PT A. Atas bunga pinjaman
ini, PT A telah mengakui sebagai penghasilan di tahun
2009 sebesar Rp25.000.000, 00 (bunga selama Oktober
s.d Desember 2009). Sesuai ketentuan, PT B melaku-
kan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang¥
Undang Pajak Penghasilan pada saat jatUh“terripo ‘
pembayaran pada tanggal | April 2010 sebesar.
Rp7.500.000,00 (15% x Rp50.000.000 00) dan kepada,
PT A diberikan bukti pemotongannya C

Atas pemotongan Pajak Penghasﬂan Pasal 23

. Undang-Undang Pajak Penghasiian tersebut dapat

dikreditkan oleh PT A pada tahun 2010.
Pasal 17 : ‘

~ Pada dasarnya saat pengakuan biaya dan
penghasilan dilakukan secara taat asas berdasarkan

~ prinsip akuntansi tentang pengaitan biaya dengan

penghasilan (matching of costs againts revenues).
Namun, dalam hai-hal tertentu karena kebijakan

" Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak dapat mengatur

saat pengakuan penghasilan dan biaya yang berbeda.
Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal tertentu”
antara lain:



"a. saat pengakuan penghasilan bank berupa bunga
kredit non performing loandalam rangka menunjang
percepatan proses restrukturisasi perbankan sesuat
dengan kebijakan Pemerintah; atau -

b. saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi Wajib
Pajak karena adanya perubahan Pernyataan Standar
- Akuntansi Keuangan,
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19 :
Atas penghasﬂan yang diterima atau dlperoleh
" Waijib Pajak misalnya yang bergerak di bidang usaha
jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan yahg bersifat
final dengan Peratlran Pemerintah tersendiri. Dalam
hal tidak diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri

'yang menyatakan bahwa atas penghasﬂan tersebut dike-

nai Pajak Penghasilan yang bersifat final, penghasilan
tersebut dikenau Pajak Penghasilan berdasarkan tarif
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 Undang Undang
Pajak Penghasilan.

_Pasal20 :

Contoh: | |

. Tuan A, subjek paJak yang telah memenuhi

persyaratan subjelif dan objektif namun belum memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memperoleh
‘penghasilan sebesar Rp20.000.000,00 sehubungan
dengan jasa konsultasi yang dilakukannya pada tahun
2009. Oleh karena Tuan A belum memiliki NPWP, atas
penghasilan tersebut dilakukan pemotongan Pajak
 Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan
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Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2) .
Contoh: .
Perusahaan Jasa Konstruk51 yang atas
penghasilannya semata-mata dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final melakukan impor barang yang
dlgunakan untuk kegiatan jasa konstruksi. Atas impor
barang tersebut perusahaan jasa konstruksi dapat
mengajukan permohonan pembebasan dari
pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Ayat(3)

Cukup jelas.
Pasal 22
Contoh: ‘ :
Penghasilan neto komersial bentuk usaha tetap di
- Indonesia dalam tahun 2009 sebesar

Rp16.000.000.000,00 dan penyesuaian fiskal positif -
sebesar Rp1.500.000.000,00. Sisa kerugian tahun
sebfelumnya yang masih dapat dikompensasikan dalam
tatiun 2009 sebesar Rp7.500.000.000,00.
Penghitungan Pajak Penghasitan Pasal 17 dan Pasal

- 26 ayat (4) sebagai berikut:

Uraian

PPh Pasal 17 PPh Pasal 26 (4)

Penghasilan Neto Komersial 16.000.000.000,00

oleh pemberi penghasitan dengan tarif lebih tinggi 20%
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan

Penyasuaian Fiskal Positif 1.500.000.000,00

terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP, Penghasiian Neto Fiskal 17.500.000.000,00
sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang Kompensasi Kerugian 7.500.000.000,00
Pajak Penghasilan yang dipotong adalah sebesar Rp Penghasilan Kena Pajak 16.000.000.000,00
- {pph Badan Terutang 28% 2.800,000.000,00

1.200.000,00 (5% x 120% X Rp20.000.000, 00).
Pada tahun 2011, Tuan A mendaftarkan dirinya
" untuk mendapatkan NPWP dan melaporkan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghas;ilén Wajib Pajak
orang pridei,Tahun Pajak 2009 dan 2010. Atas kredit
pajak sebesar Rp1.200.000,00 yang dipotong pada tahun
2009 tersebut, Tuan A hanya dapat mengkreditkannya
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Waijib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 200S.

PKP setelah dikurangi pajak 7.200.000.000,00

PPh Pasal 26 {4) = 20% 1.440.000.000,00

Dalam menghitung PPh Pasal 26 ayat (4),
kompensasi kerugian sebesar ‘Rp7.500.000.000,00
tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak
(Rp7.200.000.000,00). -
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Pasal 23
Ayat (1)
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Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- -

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan bagi Waijib Pajak badan adalah pal-
ing lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Dengan demikian pelunasan Pajak Penghasilan yang
terhutang harus dilakukan sebelum batas akhir
penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasai 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Domisili”
atau yang disebut dengan certificate of residentadalah
surat keterangan yang diterbitkan dan/atau disahkan
oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan
( Comnpetent Authority) atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan Persetujuan Penghindaran PaJak Berganda.
Ayat (2)

. Cukup jelas.
"Pasal 25 . '
-Ayat (1) . :
Pertukaran informasi (exchange oflnformatfon),
‘prosedur persetujuan bersama (mutual agreement pro-
cedures), dan bantuan penagihan (assistance in coi-
.- lection of taxes) merupakan bagian dari kesepakatan
dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Ayat(2)

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)

Pembukuan secara terpisah merupakan proses
pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan
melakukan pemisahan pencatatan untuk setiap
transaksi, penghasilan dan biaya-biaya antara kegia-
tan usaha yang dikenai Pajak Penghasitan dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang
Pajak Penghasilan dengan kegiatan usaha yang dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final maupun atas
penerimaan penghasilan bruto yang merupakan objek
pajak dan yang bukan merupakan objek pajak, serta
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penghasilan dan biaya-biaya dari usaha yang tidak -
mendapatkan fasilitas perpajakan dan yang
mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur
dalam Pasal 31A Undang- Undang Pajak Penghas:lan
Contoh huruf c:

PT Abergerak di bidang industri pengalengan ikan

" yang berkedudukan di-Jakarta mempunya aset berupa

gudang dan mesin pengolahan di Papua dalam rangka
pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 1
Tahun 2007 (BN No. 7457 hal. 9 9B-16B) tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

. Daerah Tertentu sebagaimana telah djubah dehgan

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (BN No.
7723 hal. 1B-10B), atas industri pengalengan ikan
dan biota perairan lainnya di daerah Papua dapat

~ diberikan fasilitas Pajak Penghasﬂan

: Sa[ah satu bentuk fasilitas Pa]ak Penghasﬂan yang

‘dlmaksud ‘adalah penyusutan dan amortisasi yang
: d;percepat

Dalam hal ini, pencatatan secara terpisah harus
dilakukan untuk biaya penyusutan atas aset dalam
rangka usaha yang mendapatkan fasilitas perpajakan
{di Papua) dan yang tidak mendapatkan fasilitas
perpajakan (di Jakarta)

Ayat (2}
Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang

" berhubungan langsung’ dengan kegiatan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara suatu

_ penghasilan dan sekaligus berhubungan: langsung
" dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan lainnya.

Bi‘aya-biaya bersama yang menjadi dasar alckasi
pembebanan dalam rangka menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak adalah biaya bersama setelah

-dilakukan penyesuaian/koreksi fiskal sesuai d'engan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan
pelaksanaannya.

Contoh:

PT A bergerak dalam bldang ‘usaha yang
penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan yang
bersifat final. Dalam suatu tahun pajak, PT A
memperoleh penghasilan bruto yang tardiri dari:

a. penghasilan




a. penghasilan dari usaha yang telah dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final ....cumeeciecnnenns.

: ~ Rp300.000.000,00

. b. penghasilan bruto lainnya yang dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat tidak final .......cvuveeeen.

Rp200.000.000,00

“Jumlah penghasilan bruto - Rp 500.000.000,00

_ Apabila biaya-biaya bersama yang tidak dapat

 dipisahkan setelah dilakukan penyesuaian fiskal adalah

~ sebesar Rp250.000. 000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah), maka biaya yang boleh dikurangkan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

adalah sebesar: 2/5 x Rp250.000.000,00 = Rp

100.000.000,00 '

Pasal 28
. Ayat (1)
Contch:

sampai dengan 30 Juni 2010 (tahun buku 2009)
‘melakukangperubahan tahun bukunya yang telah
disetujui Direktur Jenderal Pajak menjadi 1 Oktober
2009 sampai dengan 30 September 2010 (tahun buku

Waijib Pajak dengan tahun buku dari 1 Juli 2009.

|

2010). Dalam hal ini, penghasilan yang diterima atau '

diperoleh sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Septem-
" . ber 2010 harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasﬂan tahun 2010 tersendiri.
Ayat (2) ‘

Sisa rugi fiskal dalam bagian tahun buku yang tidak

termasuk dalam tahun buku yang baru, dapat .

dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun
Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima)
tahun.

Contoh: :
Tahun buku PT X adalah Oktober sampai dengan
September. PT X berencana mengubah tahun buku
menjadi Januari sampai dengan Desember mulai Tahun
Pajak 2010. PT X memiliki rugi fiskal yang berasal dari
Tahun Pajak 2007

Untuk sisa rugi fiskal Tahun Pajak 2007 (Oktober
2006 'sampai dengan September 2007) dapat
dikompensasikan dengan penghasilan mulai Tahun
Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima)
tahun, yaitu mulai Tahun Pajak 2008 sampai dengan
2011 sebagai berikut:
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Tahun Pajak I : 2008 (Oktober 2007 sampal dengan -
September 2008)

Tahun Pajak II: 2009 (Oktober 2008 sampai dengan
September 2009) :

Tahun Pajak III ; Bagian Tahun Pajak 2009 (Oktober
2009 sampai dengan dengan Desember 2009)

Tahun Pajak IV : 2010 (Januarl 2010 sampai dengan
Desember 2010)

Tahun Pajak Vv : 2011 (Januari 2011 sampai dengan

" Desember 2011).

Pasal 2_9 dan Pasal 30
- Cukup jelas.
Pasal 31

- Contoh:

PT A mempergunakan tahun buku dari 1 Juli 2008
sampai dengan 30 Juni 2009 untuk Tahun Pajak 2008.
Dalam rangka menghitung kewajiban pajaknya pada
akhir tahun (tahun buku),'PT A wajib menghitungnya
berdasarkan ketentuan sebagaimana- diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagai"mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 18-
7B dst).

Pasai 32

PTA mempergunakan tahun buku dan 1 Agustus
2008 sampai dengan 31 Juli 2009 untuk Tahun Pajak
2009. Dalam rangka menghitung kewajiban pajak'dalam

. tahun berjalan melalui-pemotongan dan pemungutan

pajak oleh pihak lain (Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal
23, Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (5) Undang- Undang Pajak
Penghasilan serta- pembayaran pajak oleh Waijib Pajak
- sendiri (Pajak Penghasilan Pasal 25) sampai dengan
Desember 2008, PT A wajib.menghitungnya
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tehtang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000. |
Pasal 33 s/d Pasal 35
' Cukup je!as'.
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